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TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pengelolaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri di Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya, perlu diatur tentang pengadaan,
penilaian kinerja, honorarium, penegakan
disiplin, jaminan kesehatan, jaminan sosial
ketenagakerjaan dan pemberhentian serta
hak kepegawaian Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri;

bahwa untuk melaksanakan tugas non
administrasi di satuan kerja, perlu adanya
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang
terdiri atas pramubakti, satpam, dan
pengemudi;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Mahkamah  Agung tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya,;



Mengingat

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005
tentang  Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor  604/SEK/SK/VIII/2020 tentang
Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya,;



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran [ dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Menetapkan Format Dokumen Administrasi
Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya
keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing
satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
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KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2021

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Ketua Mahkamah Agung RI;

Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI,

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;

Panitera Mahkamah Agung RI;

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Mahkamah Agung RI;
Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh
Indonesia;

Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh
Indonesia.
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